
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 
NOMOR 40 TAHUN 2019 

TENT ANG 
INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA TOMOHON, 
a. bahwa Air Susu Ibu Eksklusif adalah makanan terbaik 

bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai 
untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang 
merupakan hak asasi bagi bayi; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya Air Susu lbu Eksklusif 
serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin 
pelaksanaan inisiasi menyusu dini maka perlu diatur 
mengenai Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan 
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan W alikota Tomohon ten tang Inisiasi Menyusu 
Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang 
Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu 
Ekslusif; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun IL 

WALIKOTA TOMOHON 
PROVINSISULAWESIUTARA 



2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui 
Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 441); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
750); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi 
Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, 
Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta 
Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/ Atau 
Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat 
Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
541); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerift 



Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG INISIASI 
MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tomohon 
2. W alikota adalah walikota Tomohon 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi wewenang daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 
yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu lbu 
Ekslusif. 

5. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang 
kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan 
pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter 
spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak. 

6. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai a tau orang yang bertanggung jawab 
atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum. 

7. Air Susu lbu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan 
yang tepat untuk bayi usia O - 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. 

8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI 
yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) 
bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau 
minuman lain. 

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri 
atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah 
sampai dengan derajat ketiga. 

10. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau 
organisasikemasyarakatan. 

11. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai 
pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan. 

12. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun 
swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, 
kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas 
pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai 
pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan 
tempat-ternpat praktek dokter. 

13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak 
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga 
kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan. ~ 



14. Bilik/Ruang ASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang 
nyaman dan menjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril 
dari segi kesehatan. 

15. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai 
menyusui sendiri segera setelah lahir. 

16. Tempat sarana Umum adalah fasilitas yang disediakan dan atau 
diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang 
digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat. 

1 7. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan 
menyusui atau memerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan. 

18. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di 
Kota Tomohon. 

19. Duta ASI adalah Individu-individu terpilih dari pemilihan duta ASI Eksklusif 
Kota Tomohon. 

20. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta 
yang melaksanakan penyelengaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, 
SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus 
dan Balai Diklat. 

21. Kolostrum adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan 
dan pada hari-hari awal setelah melahirkan, warnanya kekuningan dan 
kental serta memiliki konsentrasi gizi dan imunitas yang tinggi. 

22. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang 
dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang 
dilakukan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan 
kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta 
Perangkat Daerah terkait. 

23. Sosialisasi adalah sosialisasi terkait pelaksanaan program pemanfaatan 
pemberian ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh 
Perangkat Daerah Terkait. 

24. Advokasi, adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD. 

25. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal 
maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program 
pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD. 

Pasal 2 
(1) IMD dan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk: 

a. menjamin bayi untuk mendapatkan haknya; 
b. menjamin ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya; 
c. terselenggaranya IMD dan Pemberian ASI Eksklusif di fasilitas 

pelayanan kesehatan; 
d. memberikan informasi dan edukasi IMD maupun ASI Eksklusif; dan 
e. menyediakan ruang laktasi di tempat pelayanan Kesehatan, tempat 

umum dan instansi pemerintah maupun swasta. 
(2) IMD dan pemberian ASI eksklusif bertujuan: 

a. agar pada saat IMD bayi menelan bakteri yang bersifat baik dari kulit 
ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai 
perlindungan diri; 

b. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang; 
c. mengurangi pendarahan setelah melahirkan; 
d. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi; It 



e. meningkatkan daya tahan tubuh bayi; 
f. meningkatkan kecerdasan bayi; dan 
g. menjarangkan kehamilan. 

BAB II 
TATA CARA IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif, serta Larangan 

Pasal 3 
Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung 
program IMD dan pemberian ASI Eksklusif dengan cara: 
a. membuat kebijakan tertulis IMD dan pemberian ASI Eksklusif, serta 

dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; 
b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan 

IMD dan pemberian ASI Eksklusif; 
c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan 

manajemen IMD dan pemberian ASI Eksklusif; 
d. membantu ibu cara menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit 

pertama persalinan; 
e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan mempertahankan 

menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi; 
f. memberikan ASI Eksklusif kepada bayi kecuali ada indikasi medis; 
g. menerapkan rawat gabung dengan bayinya sepanjang 24 (duapuluh empat) 

jam dan mengupayakan ibu bersama bayinya selama 24 (duapuluh empat) 
jam; 

h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; 
i. tidak memberikan dot kepada bayi; dan 
J. mendorong terbentuknya kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu 

kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 4 
Setiap tenaga kesehatan, ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan 
berkewajiban memberikan informasi, bimbingan, dan edukasi IMD dan ASI 
Ekslusif kepada ibu, keluarga, dan masyarakat, terutama ibu yang baru 
melahirkan, ibu hamil, dan calon pengantin. 

Pasal 5 
Setiap pimpinan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta di 
Daerah berkewajiban memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di 
lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 

Pasal 6 
( 1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan 

dilarang memberikan, mempromosikan, dan melakukan kegiatan yang dapat 
menghambat program pemberian ASI Eksklusif. 

(2) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk makanan 
pendamping ASI dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat 
program pemberian ASI Eksklusif. U, 



(3) Tenaga Kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, 
penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang 
kesehatan dilarang menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen 
dan/ atau distributor susu formula bayi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 7 
(1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, 

produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan 
pendamping ASI, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi 
profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) 
dikenakan sanksi admirlistFasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin bidang kesehatan; dan/ atau 
d. rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya. 

(3) Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan~an. 

(4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Pemberian ASI Eksklusif 

Pasal 8 
(1) Setiap ibu yang baru melahirkan memberikan ASI Eksklusifkepada bayinya 

sejak [ahir ~!!l-1.?~ dengan usia q (~nfiln) bulan, tanpa menambahkan 
dan/ a tau mengganti dengan makanan a tau minuman antara lain: 
a. susu formula; 
b. sari buah; 
c. madu; 
d. air teh; 
e. air putih; dan 
f. makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur, 

nasi tim, dan lain-lain. 
(2) Bayi lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diberikan obat dan/atau vitamin atas rekomendasi 
dari Tenaga Kesehatan. 

Pasal 9 
(1) Pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dilakukan setelah 

masa ASI Eksklusif. 
(2) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

menambahkan makanan pendamping ASI yang sesuai. 

Pasal 10 
Ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) diperbolehkan untuk meminta bantuan dari pendonor ASI, 
dengan persyaratan: Gt 



a. atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan; 
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh 

ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI; 
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI; 
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi 

medis; 
e. ASI tidak diperjualbelikan; dan 
f. pemberian ASI harus dilaksanakan berdasarkan norm.a agama dan 

mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASL 

Bagian Ketiga 
Indikasi Medis atau Ibu Meninggal 

Pasal 11 
( 1) IMD dan pemberian ASI Eksklusif tidak dilakukan apabila terdapat indikasi 

medis atau ibu meninggal. 
(2) Indikasi medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ibu antara 

lain: 
a. terjadi infeksi intra partum (infeksi dalam persalinan); 
b. terdapat kelainan cardiovaskuler (kelainan jantung), ginjal, hipertensi 

(tekanan darah tinggi), dan bebas gangguan kesadaran; 
c. ibu mengonsumsi narkotika dan obat-obat sedati/(penenang); dan 
d. ibu mengalami ganggguan psikologis/emosi. 

(3) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bayi, antara lain: 
a. respirasi distress (gangguan nafas); 
b. prematur (bayi lahir kurang bulan); 
c. kelainan bawaan ( konqenitals; 
d. ekstraksi vaccum berat; dan/atau 
e. ekstraksi forcep. 

(4) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh dokter. 

Pasal 12 
(1) Dalam hal terdapat indikasi medis tertentu dan/atau ibu meninggal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bayi yang baru lahir sampai 
dengan usia 6 (enam) bulan dapat meminta bantuan dari pendonor ASI 
dan/ a tau diberikan Susu Formula Bayi. 

(2) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan rekomendasi dari Tenaga Kesehatan. 

BAB III 
RUANG LAKTASI 

Pasal 13 
(1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum, 

dan perkantoran/instansi milik pemerintah daerah/swasta wajib 
menyediakan ruang laktasi. 

(2) Persyaratan ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/ a tau 

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; 
b. ada pintu yang dapat dikunci dan mudah dibuka/ditutup; 
c. lantai keramik/karpet; i 



d. merniliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 
e. bebas polusi dan/atau potensi berbahaya di tempat kerja; 
f. lingkungan cukup tenangjauh dari kebisingan; 
g. penerangan dalam ruangan cukup; 
h. kelembaban antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima 

puluh persen) dan paling tinggi 60°/o (enam puluh persen); 
1. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci 

peralatan; dan 
J. tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung 

lainnya. 

Pasal 14 
(1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, ternpat-tempat umum, dan 

perkantoran/instansi rnilik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta yang 
tidak melaksanakan ketentuan penyediaan ruang laktasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi adrninistrasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin bidang kesehatan; dan/ atau 
d. rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya. 

(3) Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

BABIV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 15 
(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI 

Eksklusif. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk pemberian informasi, bimbingan, dan edukasi program IMD 
dan ASI Eksklusif kepada ibu, keluarga, dan masyarakat, terutama ibu yang 
baru melahirkan, ibu hamil, dan calon pengantin. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 
( 1) Pembinaan dan pengawasan program IMD dan ASI Eksklusif dilakukan oleh 

Perangkat Daerah. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain: 
a. melaksanakan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan, Tenaga 

Kesehatan, institusi/lembaga, dan masyarakat; 
b. melaksanakan pembinaan kepada fasilitas kesehatan, Tenaga 

Kesehatan; dan 
c. melaksanakan pemantauan program IMD dan ASI Eksklusif. It 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon fl 

Paraf Koordlnaai 

W akil W alikota Tomohon 

Sekretaris Daerah 

Asisten Kesejahteraan Rakyat 

Inspektur Kota 

bagHukum 
Kepala Dinas Kesehatan 
Daerah 

Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 3 Ju 1 i 2 o 1 9 
SEKRETARJS KOTA 

Ditetapkan di Tomohon 
pada tanggal 2 Ju 1 i 2 O 1 9 

TOMOHON, 

EIDIE EMAN 

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 40 


